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PERATURAN DARRAH KABUPATEN NGADA
NOMOR 4 TATUN 2010 |
TENTANG
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAIBIAT TUHAN YV ANG MATA ESA
BUPATI NGAD A,

bahwa dengan berlakunyé Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusz_i :Daérah maka Pemeriniah Kabupaten perlu
mengatur tentang Pa) ak .Miﬁéral Rukan Logam dan Batuan;
bahwa Peraturan Daerah I{iabupa‘cen Daerah Tingkat II Ngada Nomor 7

Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian

Golongan C sebagaimana elah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1=

Iias

Tahun 200! tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat

1I Ngada Nomor 7 Tahun 1998, tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan

Bahan Galian Golongan C, perlu disesuaikan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud datam huruf & Gav

huruf b, perle membentuk Peratiran Daerah tentang Pajak Mineral Buken
Logam dun Batua,

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1938 teniang Pembeniukan Dacrab
Tingkar 1 Ball, Nust

daerah Tingkat 11 dalam Wilavah Daerah-dasrail
!

Tenogara Barat dun Nusa Tengonra Timur { Len

[ndopesia Tabun 1958 Nomor 127, Tembahan Lemberan Negara Repubiis

indonesiz Nomor | 633);
Undang-Undang Momor 8 Tahun 1981 temtang Kitab

Hukum Acara Piaana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981

Nomor 76, Tambahan 1embaran Negara Republik Indonesia Nomeor 3209,

Undang-Undang  Nomor 17
_Sengketa Pajak (Lembaran Negara Rep

40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);

:

! +
Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian

ublik indonesia Tabua 1657 Nomwer
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Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1957 tentang Penagihan Pajak dengan
Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42,
Tarhbahzm Lembaran Negara Republil: Indonesia Nomor 368¢y,
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1?999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Nomor 3851); _

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang ‘Pengadilan Pajak
(Lembaran Negara Republikj Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tanibahan
Lembaran Negara Republik 'Iﬁdonesia Nomor 4180); |

Undang-Undang Nomor 17 Tehun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembﬁrztn Negara Republik Iﬁdonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 10: Tshun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara.Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Aniara Pemerintah Pusat dan .Per‘nei‘intahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 443"8);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara (Lembaran Ncga;ra Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4939);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tehun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3049);

Peraturan Pemerintah Nomot 58},:1?&111_3:1 2005 tentang Pengelolaan Kevangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Incdonesia Tahun 2003 Nowmor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
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Pe1atumn Pemerintah 1 \Tomm 79 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Megara

‘ Repﬁblik Indonesia Tahun 2@05.,Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4593) :

Peraturan Pemerintah‘Npmor. :38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahah “Antara Pemerintah, Pémerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemenntahan  Daerah  Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Noni%n‘- 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737); _

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 temang Wilayzh Pertambangar
(Lembaran Négara Republik.lndonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51107,

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan
Usaha Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomior 29, Tambahan Lembaran Negara chub]ik Indonesia Nomor 3111%;
Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 ientang Pengesapan, Pengundangan
dan Penvebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 rentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah divbah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 temzng Perubahan Afas
Peraturan Menteri Dalam Negérl Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;”

Peraturan Daerah Kabupaten Dacrah Tingkat II Ngada Nomor 6 Tahun 1989
tentang Penyidik PegawaiENegeri Sipil ( Lembaran Daersh Kabupaten
Daerah Tingkat IT Ngada Nomor 13 Tahun 1990 Seri D Nomor 12 ).

~ Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 1 Tahun Tahun 2008 tentang

: Pokok—pokok Pengelolaan L.eumom Daerah (Lembaian Daerah Kabupaten

Ngada Tahun 2008 Nomor 1 Seri B Nomor 1 %
Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Yang Menjadi Kewensbgan Kabuparen Ngada (Lembarn

Dagzrah Tahun 2008 Nomor 3 Seri & Nomor 2 ),




Dengan Persetujuan 5 Bersama

. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DABEAT KABUP mf_r\ NGADA

dau .

BUPATI NGADA

MEMUTUSKAN :

- ERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM

DAN BATUAN,
BAD I

KETE I"«iUAN U™
: . Pasal” 1

'Dalar'n?eraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
I. _ Daerah ada]ah Kabupatcn Ngada,

2 Bupan adalah Bupati Ngada.
Pememntah Daerah adal h Pemerintah Kabupaten Ngada.

Dewan Perwa!qian ‘Rakyat Daerah, yang selamumya disingkat DPRD adalah Dewan
Perwakﬂan Rak)('lt Daerah I\flbupaten Ngada..

Dmas Pendapatan, Penge olaan Keuangan -dan Aset
PPKAD adal’lh Dinas Pendapatan, Penvelolaan Keuangan dan Aset Daerah ‘Keabupaten

. Ngadﬂ. .
~ Dinas Energi dan Sumbet Daya Mineral yang selanjutnya disebut Dinas ESDM adatah Dinas

3
‘4

Daemh yang selanjumya disebut Dinas

“Bnergi dan Sumber Daya Miner 2l Kabupaten Ngads.

: 'Pe'ab'at' adalal Pegawai Negeri Sipil yang diberi fugas tertentu di bidane perpajakan daerah
3 g perpaj

sesua1 dengan peraturan perundanc-undﬂngan
tanjutnya disebut Pajak adalah romtribusi wajib kepada Daerall vang

Palak Daerah, vang s¢
+ memaksa berdasarkan Undang-Undang,

tcrutamz oleh orang pribadi atau badan vang befsi

denoan tidak mendqpqtkdn imbalan secara l'mrrsuw dan digunakan untuk keperiuvan Dagrah
bag1 sebesa: besarnya mekmumn r'ﬂw at.

Badan adal h sekumpulan orang dan/atau modal vang merupakan kesaman, baik vang

;melakukan ‘usaha maupun yang fidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,

persermn komandlter perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan

Usaha "Mlhk Daerah (BUMD) dengan nama dan dajam bentik apapun, firma, kongsi,

koperasi, dana pensiun, persc}\utuan per}\mnpulcm yayasan, organisasi massa, organisasi

sosial ‘politik, atan organisasi

investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

jainnya, lembqna dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak
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16.

L surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak,

Jumlah kskuranoan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak §
yanrr hams chbavar }15
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjumya disinglat o

 SKPDKRBT; adalah surat keretapan pajak yang menentukan tambahan atas jumiah pajak vang

23,

bukan looam dan batuan, baik dari sumber alam di uaim dan/atau permukaav bimi untuk

{ . .
' i

B dnmanfaatkan . ;

Mmeral Bukan Loﬂam dan Batvan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana

dimaksud dalam pvm‘mmn pu undang-undangan di bidang mineral dan batubara.

. pemunout pajak yang mempunvm hak dan kewaﬁban perpajakan sesual dengan ketenfuan

peraturan perundang-undanuan perpajakan daerah.
Masa Pajak adalah Janoka walty | (satn) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diator

Kepa}a Daefah paling lama 3 (tiga) bulan L'ﬂ&mu vang menjadi dasar bagi Wajib Pajak

- untuk menghitung, menyntm dan melaporkan pajak vang terutang.

Tahun Pa}a}c adalah jangka waktu yang lamanya | {satu) tahun kalender, kecuali bijz Waih
Pajak menmunakan tabun buku vang tidak sama dengan io hun kalender

Pajak yang ‘terutang adalah pajak yang harus dibavar paca svaty saar, dalam Masa Pajak,

“dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tabun Pajak sesual dengan ketenman peraturan

penmdano-undanoan perpajakan daerah,

Pﬁmuncutaﬂ adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek
pa_}a}\ penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagiban pajak kepada wajib
pajak serta penoawasan penyetorantys.

Surat Pembentahuan Pajak Daerah, yang selanjum\, a disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh
Waij Pajak dxgunakan unfuk melaporkan pennhmmwan dan/atau pembayaran pajak, objek
pajak dan!atau buLan objek pajak, dan/atau’ harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan
peramran perundanwn undangan perpajakan daerah.

Surat Setoran Pajak Daerah, vang selanjutnya disingkar SSPD, adziah bukti pembayaran atay .
penvetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atan miab dilakuken

dennan cara Jain ke kas daerah melalui tempar pembayaran vang dinmjuk oleh Bupati, :
Surat Ketetapan Pajak Dacrah, yang selanjumya disingkar SKPD, adalah suray kesetapan pajal

yanﬂ menentukan besarnya jumiah pokok pajak yvang Terutang, :

St e ol R

Smat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, vang selanjuinya dlsmg‘mt SKPDKR, adaiah

e

ditetapkan. ‘
Surat Ketétapan Pajak Daersh Nihil, yang sclafjutnya disingkat SKPDN, adalah sura

] i
ketetapan pajah yang menenfukan jumlah pokok i paw\ sama besarnya dengan jumlah kredi

pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada i ’rx,mt pajak. !




24, Sﬁfat Kétetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutaya disingkat SKPDLB, adalah surat

" kefefapan pajak yang menentukan jumiah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit

pajak “Ié.b'ilh besar daripﬁda pajak yang terutang atau seharusnya tidak térutang

Surat Tac,lhan Pajak Daerab vang selanjutnya disingkar STPD, adalah surat unmk melakukan
. 'tagzhan pajak dan/atan sanksi administratit berupa bunga dan/atau denda.

oy Surat Kepumsan Pembem]an adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis,
E kesalahan }ntung, dan/am’ kekeliruan dalam: penerapan Ketentuan tertentu ddam peraturan
o pex'undan<7 - undangan perpajakan daerah van.q terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak
L Terutang, ,Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat I\eteuapan Pajak Dasrah Kurang Bayar, Surar
" : Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat
‘ "':-‘Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tﬂmhen Pajak Daerah, Surat Keputusan
' _. Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan, -

"Surat E\.epumsan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat
: Pembentahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah
- Kuréng Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surar Ketetapan Pajak
i Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajale Daerah Lebih Bavar, atau terhadap pemotongan atu
| ”-pemunrrhtaﬁ'oleh pihak ketiga yang diajukan olch Wajib Pajak.

Putusan Bandmg adalah putusan badan p»radt an pajak atas bandmg terhadap surat keputusan

-

B ke keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
79: Pembu}man. adalah suam  proses pﬂncatatan 'vang dilakukan secara teratur untulk
' mengumpuikan data dan mfonmm _keuangan yang meliputi hana, kewajiban, modal,
'pen,h'lsdzm dan biaya, serta- jumlak harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, vang
 ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode
| “Tahun Pajak tersebu.

) Kas Da‘cra'hi adalah kas dacrah Kabupaten Ngada.

Peﬁi’crik;éaan adalah serangkaian kegiatan anﬁlvmme dan mengolah data, keferangan,
danfatau bukti yang dilaksanakan sacara objekm dan profesional berdasarkan suatu standar
" pemeriksz';én untuk menguii kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah untuk tujuan
lain dalam I'Qﬁvka melaksanakan ketentuan peratiran perundang-undangan perpajakan deerah,
Penyidik adalah Pejabat Polisi Neg: ara Republik indonesia atau Pejabat Pegawal Negerl Sipil
tertentu yang diberi wewenang khusus olel Undang-Undang untuk melakukan penyidikan,

Penyidikan - tindak pidana di bidang perpajakan dacrah adalah serangkaian tindakan vans

- dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serra mengumpulkan bukd vang dengan bulkii itu
membuat ter'mfr tindak pidana di bidang perpajakan daerah vang terjadi serta menemukan |
tersangkanva,

Penyidik Pegawal Negeri Sipil veng selanjumya disebut PPNS adalah Fejabar Pegavval Neger 4

Sjpii tertentu di Jingkungan pemerintah dagrah vang diberl wewenang Khusus oleh Unds 19 !

Sefe S s

Undang untuk melakukan penyidikan,

- ain
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| BAB I .
NAMA, OBJEK DAN ESUBEI{ PAJAK

Pasal 2

"-,j_Nmé"Pajz\k adalah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

" 2): ‘Obj‘e}:::il?éj,ak Minefai.Bukan

{.ogam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Miperal Bukan
- Logam dan Batuan yang meliputi:
g, asbes; '

b, batu tulis;

; batu setengah permata,

B_Et'u .hp\_l_i_‘ig;

c

..d. " batu kapur,
: £
£

£ baty permata;

g benfonit,

<7 dolomits

RN :fcldépaf;

"3 garant batu (halite);

Uk gafity

1 granit/andesit,
R ‘.'gl].‘pS; E
. kalsit, ‘;34

o. kaolin; - 1;‘!

Lo L EH |
Copl - leusit; i
Q. maggesxt, 4

"t “mika; i)
. g, armer; ‘:l‘

| B

- t, . nitrat; '

sty e ar i

B e e e b e e

u. opsidien;
v, oker

w. - batu, pasir dan kerikil;

X,  pasir kuarsa;

' Y perlit;

APk

Sz phbéphat;
-aa.’”’ _'ta'lk; '

o "bb.-,f, 'ta‘n.;ah»g:e‘[ap (fullers earth);

e

o b b g | e

v e s

"~ oo tanah diatome;

S dd tanab fat; ' (
ce. tawas (alum); i

{f© tras;
yarosif;

ada
R=l=h
. hh. zeolit;
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basal
i : 13 tralut dan
" kk Mmeral Bukan Logam dan B'uuan 1amnva sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-

undangan

A_'Dikecuahkan dari Objek Pajak Mineral Bulxan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud
pada ayat ( 1) adalah

_a. keglatan pengambﬂan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata fidak

f.“,_dlmanfaatkan secara komersial, seperti kegmtcm pengambilan tanah untuk keperluan

. penanaman plpa a1r/.f.ras
‘ B¢ kealatan pengambﬂan \r'meral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari
. ) kegxatan pertambancan ]amnva vang tidak d.\manfaaﬂcmn secara komersial; dan

: _pengambﬂan Mmeral Bukan Logam dan Batuan lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan

Daerah
Pasal. 3 -

‘ .Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Bmum adalah orang pribadi atau Badan yang dapat

mengambl Mineral-Bukan Los,dm dan, Bqtuan

_Qj'.-tWéjib Pﬁjak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalab orang pribadi atau Badan yang

. mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan,

- BAB [T

PAJ %Ix
Pasal 4

* Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Barwan adaleh nilad jual hasi) pengambila
Mineral Bukan Logam dan Bawan,

sabikan volume/toness

-

Nilai Jual sebagaimana dimaksud padz ayat (1) dibiing dengan men
hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar mmasing-masing jenis Mineral Bukean
S Looam dan Batuan.
(3) ; Nﬂm pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (7} adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi
: _- ~setempat di wilayah daerah vang bersangkutan,
““(4),' Dalam’ hal nilai pasar dari hasil produksi Mineml Bukan Logam dan Batuan sebagaimana
‘. .'.dlmaksa.‘d pada ayat (3) sulit diperoleh, dwunak*&n harga standar yang ditetapkan olel instansi

ya_n'g berwenang dalam bidang peﬁambangan-‘Minerai Bukan Logam dan Batuan,

T

I

04 e T Aoy poae & o b R b

: mmm tangsza pemancangan tiang hstrm/tel pon, penanaman kabel listrik/telspon,
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Pasal 5

)

R

pgam dan Baman dﬁﬁtﬁp -an sebesar 20 % {dua puluh persen).

a ayat (1) paling tama 5 (lima) tahun.
iebih lanjut dengan

s

Tanf Pa}ak Mmeral Bukan L
jak sebagaimana dnmksud pad
ksud pada ayat (2) diatur i

Spra v
el

). " Penyesuman tarif paja
tarif’ paja}\ sebagaimana dima

e

Penyesuman

 Peraturan Bupati. ! | [
1‘ | " . L . ) 5‘!,
f il

Pasal 6 ' ]

Besaran Polcok Pajak Mmera | Bukan Logam dan Rapan yang fenaiang dihitung dengan tara {|

mengahkan tarif sebanmmam dimaksud dalam Pasa} 5 gvat (1) dengan dasar pengenaan pajak 1 i

_ .sabagmmana d1maksud dalam Pasal 4. ]

Pasal 7

dipungut di wilayah dasrab tompat

Logam dan Batuan yang - 1eniang

sam dan Batuan berlokasx

N .
' ‘_*bl:un—u;ﬁq-' e e . - .
. et Y s o Y - BRI
i = et Mot ol e e b

L L R R
T ey

. Pajszk":'Mincrai Bukan
' 'fpx:n'ga'mbilaﬁ.Mineral Bukan Log

BAB TV
AATER AJAL TERUTANG DA N
P4IJAK DAERAH

i

MASA PAJAK, S4
GURAT PEMBERITAHUAN

-".s;:ﬁ;j a

o

M
A oA
S

Pasal &

amanya sama dengan 1 (satn) bulan talwvim

it R i it

jangka waktu terentss yang }
leh Bupat.
pengambilan Nineral Bukan Logam dan

R R

(1) _Masa Pajak adalah)
o atau jancka waktu yang lamanya ditetapkan ole

(2) .. Paj'ak t’_c:_ru'tang dalam masa pajak terjadi pad'* saal

e S

=

' Batuan. -

T e

Pasal O

e R

(1) Sen?p Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) barus

ditandatangani oleh Wajib Pajak arau kuasanya.
a ayat (1) wwb disampaikan kepada Bupati paling lama 13

e m o
sy

i

ey

diisi dengan jelas, benar can lengkap serta

e,

i e

( ) SPTPD sebagaimana dimaksud pwd

- (lima be as} hari setelah berakhirya masa, pajak
si dan tafa cara Denmsnn SPTPD ditetapkan oleh Bupati.

L

43" B_er}tuk i

B et

e

S,

ok

ok

e e
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TR
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BABY o
PENETAPAN PAJAK

Pasal 10 . | !

1 Berda'szirkan’ SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 avat (1), Bupati menetapkan pajak
- terutang dengan menerbitkan SKPD, .

(2) .-’Apabln"la‘ SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat
waldtn pah‘hg fama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administratif

‘berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD,

BAB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

‘Pasal 11

| _Pémungu'té'ry"?ajak dilarang diborongkan.

- -Se;iép-Wéjib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak

""_ajtau't' dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan Perundang - undangan

perpajakari. o

Wajib Paj;ak‘ vang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Bupati dibayar

N -dengan ménggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan,

- Dokumen lain yang dipersammakan sebagaimana dimaksud pada avat (3) berupa karcis dan nota
perhitung:an‘f’ |

~Wajib Pajak yang memenuby Lewajiban perpainkan sendini, dibayvar dengan menugunalan

'SPTPD, SKPDKB, daniztay SKPDKBT,
' Pasal 12

-Dalam:jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak Bupati dapat menerbitkan :
T a, S‘KPD.KB»_daIam hal :
- 1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak otau

kurang dibayar; N

o

_"j{kaj; SPTPD udak disampatkan kepads Bupati dalam jangka waktu tertentu dan
sételah  ditegur secara tertulis tidek disampaikan pada waktunya sebagaimana

ditentukan dalam surat teguran;

o

'-.j'ik_a kewajiban mengisi SPTPD tidak'dipenu}u', pajak vang terutang dihitung secara
| N jabatan. ' |
b SKI?bKBT jika ditemukan data baru dan/atau data vang semula belum terungkap vapg
mcnfébabkan penambahan jumlah pajak yang terutang,

. L T , E i .
. c. ‘SKPDN jika jumlah pajak yang tertang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau |

' pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pdjak, ;

e e g R ag aba et ey WO ..
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R BN,

) Juﬁl‘éh kekurangan pajak yang terutang dalam SI\PDI\B sebagaimana dimeksud pada ayat (1)
huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administatif berupa bunga sebesar 2 % {dua

persen) sebulan dihitung dari pajak fyang kurang atau rarlambat dibavar untuk jangka wakil

a 24 (dua puluh mpat) bulan dihitung sejak saaf terutangnya pajak.

| palin‘g lam
dalam SKPDKBT se bwammm dimaksud pada aval

‘Jum]ah kekirangan pajak yang teruiang
: (1) buruf b dlkenakan sanksi administratif berupa kenaikan scbesar 100 % (seratus persen)

A' .'darl Jumla A kekurangan pajak tersebut.

) - ‘Kcnalkan sebaoalmana dimaksud pada ayat (3) tidak Gikenakan jika Wajib Pajak nelaporkan

g sendm sebelum d}lakukan tindakan pcmcnhsaan
yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 2

J Jumlah pajak
angka 3 dikenakan sanksi administratii berupa I\emikan bunga sebesar 25 % {dua puluh lima

persen) daxi pokok pajak di sambeh sanksi adininistratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen)

. sebulaq mhltung dari pajak yang lrurang ateu terlambat dibayar untuk jangka waktu paling

lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal :13 |

[R—"
I T

PRy L

Tata cara penerbztan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan

KPDKB'l sebagaimana dimaksud dalem Pasal 11 ayat ( ) dan ayat (5) diamr dengan

' Per‘aturan Bupau.

PR

' Ketentuan Iebih lanjut mengenai ata cara penmsmn dan penyampaian SKPD atau dokumen

D, SKPDKB,. dan QK PDKBT sebagalmana dimalsud dalar

slie ey

1am vanrr dwersamakam SPTP
Pa_sal_ 11 avat (3} dan ayat (3) diatur dengan Peratul"m Bupatl.
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BAB VII
SURAT TAGIHAN PAJAK

Pasal 14
»".'Bupan dapat menerbitkan STPD jika: ' " K

pajak dalam tzhun berjalan tidak atau kurang dibayar,
terdapat kekuranﬂan pumbayaran sebavai akibat salah tulis

figes

b darl haszl penelitian SP fPD

. dﬂn/atau salah hitung;
c.' Wajlb Pajak dikenakan sanksi ammmstranf bérupa bunga dan/atau denda.

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (13
hur’uf a dan huruf b ditambah dengan sankm administratif berupa

ling lama 13 (linia bel as) bulan sejak saat terutangny? pajak.

bunga sebesar 2 % (dua

'persen) setiap bulan untuk pahn

SKPD vang, tidak atau kurang dibayar sete elah jatuh

administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih mclalm STPD.

empo pembﬂ\ramn dikenakan sanksi

’ [ LW



: ?AB'VEI
TATA CAR& P"“ ibAY ARA"J AN PENAGIHAN

Pasal 15

: palmg lama 30 (txca puluh) hari kerja setelah saat temtangn}a pajak dan paling lama & (enam}
: ,bulan seja.k tang al dn:enmanya SKPD oleh Wagxb Pajak,

). T'SKPD SKPDKB SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan
i:“';cheratan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang. harus dibayer
: :bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalem jangka wakiu paling
lama'l (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan,

Bupati .a{as permohonan Wapb Pajak setelah memenuly pmwd’&t: n yang cientukan dapat

" memberikan persetujuan kevads ¥Waib Pajak untok mengangstr ataw menunde pembayarar

pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan,

Ketentuan lebih Jahjut mengenai 1ata cara psmbayaran, penystoran, tempat pembayaran,

-+ angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati,

Pasal 16

'_ 3 .Pajak yam temtang berdasarkan SKPD, S}APDI\B SKPDKRBT, STPD, Surat Keputusan

_."::‘_ Pembetulan Surat Keputusan Keberatan, dan Pumsan Banding yang tidak atau kurang dibayar
g oleh WﬁpbPajak pada waktunya dapat ditacih-' dengan Surat Paksa,

'Penagahan pajak dencan Surat Paksa dzlaksan kan berdasarkan peraturan perundang-

undan 0an
BABIX
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 17

Wajlb Pajak dqpat menmju}\an keberatan hanva }xepam Bupati atau. pemb'ﬁ vang dtunjuk

o -atas suatu

S A .SKPD;

" b, SKPPKB:
¢, SKPDKBT;
. d. SKPDLB;
e 'SKPDN; dan

{ -Pemotongan atau pemungutan oleh pihak kerga berdasarkan ketentuan peraturan

:‘;-perundmo-undmﬂan perpajakan daerah,

Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Inmmesm denoanfchs rtai alasan-alasan yang

‘Jela§; ' o ;

t
|
t
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. “*»"_(3". Keberatan harus diajukan dahm jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat,

' ';-:'-tanggal pemotongan atan pemunrrman sehagannana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika

: Wa_}]b Pajak dapat menunjukkan bahwa Janoka walktu ity tidak dapat dipenubi karena keadaan

i

+ di tuar kekn:a SHANNYa. ; . .
"".-'."_Keberqtan dapat dlajukan apabila Wq ib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang

¢

telah dJSEhl_}m Wajib Pajak. ,
erb.eratan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),

ayat (3); dan ayat (4) tidak dianggap scbagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan,
Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupari atau pejabat yang ditunjuk atau
" taﬁéé_.p‘éﬁéi_riman surat keberatan melatui sutat pos tercatat sebagai tanda bukti penenmaan
- sui‘ét""k;eberatan. |

Pasal; 18 -

| :'.Bupan dalam )angka waktu paling lama 12 (dua belas) bu an, segjak tanggal Surat Keberatan
dnenma harus memben keputusan atas lxeberatan yanﬂ dzajukan

'I Kaputusan Bupan atas keberatan dapat bemoa manpuma selurhnya atau sebagian, menolak,
atau menambah besarnya pajak yang terut Lang :
Apablla jangka waktu sebagaimana dxmaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupaii tidak

: memben snam keputusan, keberatan vang dlaj ukan dianggep dikabulkan,
Pasal 19

| W‘ajlb Pay\k dapat mengajukcm per. mohonan bandmn hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap
}_ - keputusan mengenai keberatannya yang dnet'lp‘("n oleh Bupati,

Y- P.ermohonan banding sebagaimana dimaksnd paaa ayat (1) diajukan secara tertulis dalam
“bahasa Inclonezm dengan alasan yang jelas dala mj‘mg ez waktu 3 (tige) buian sejak keputusen
diterima; dilampiri salinan dari surat keputusan kcbcratan tersebut,

- Pengajufm permohonan bai.dding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan |

(satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding,
Pasal 20

. ;'Ji}_{a pengajuan keberatan atau permohonan; banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya,
"'"‘kclebi 1an pembayaran pajak dikembalikan déﬁgan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua

persen) sebulan untuk paling lama 24 {dva puluh empat) buian,

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dibirung sejak bulan psiunasan sampai

" dengan diterbitkannya SKPDLE.
Dalam hal keberatan Wajib Pajak diolak atan dilabuikan sebagian, Wajib Pajak, dikenal

3

berdasarkan kepumisan keberatan diknrang dengnn pamk yang telsh dibavar ssbelum

b
]

mcnn:gu kan keberatan.

—— R ek CLE N NN Slepnre gy
AR S ™

. - . o e k : C .
sanksi admamsiratil berupa dende sebesar 30 %% (ima puluh persen) dan jumizh paink
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(4) Dalam hal Wajib Pajak menwuukfm permohonan banding, sanksi adiministratif berupa denda

- :-0 % (lima-pulub, persen) sebagaimana dimalsud pada ayat (3) tidak dikenakan.

(5) . Dalam hal permohonan pandihg ditolak atan dikabulkan sebagian, Wajib Pa jak dikenal sanksi

'admlmstmm berupa denda 100 Y (seratus, persehi dari jumlab pajak oemasmrkan Pufusan

vang telah dibayar selelum mengajukin

BzmcumI dmumnm dengan pembayaran paiak

R keba atan. .

e BAB X
PEMBETULAN PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN
PE\IGHAPUSA\‘ ATAT PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIX

Pasai ’>l i

(1) Atas pe1mohomn 'Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat membetuikan SKPD, !

SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN atan SKPDLB vang dalam penerbitannya terdapat
lahan hitung dan/atauy kekeliruan penerapan ketentuan (TEy 3

kesalahan tulis dan/atau kesa 2 ! 1

- dalam peraturan perundang -undangan perpajq}\fu\ daerah. :
@ -"_Bupaﬂ dapat {
B 1

menghapuskan sanksi sdministratif berupa bunga, ienda, dan

arpajakan daeran,

o a mengurancrkan atau
ajak yang terutang menurit peratumn perundang- -undangan p

' .kenalkan,p
Wajib Pajak atal hukan karena

dalam hal sanksi cersebut dikenakan karent cekchilatan

“kesalahannya;

b. menrruranﬂkan atau membatalkan SKPD, SI’\PDI\B SKPDKBT atau STPD SKPDIN atay

SE\PDLB yang tidak benar,

c. mengurangkanalau membataikan STPD;

d membatalkan hasil pemeriksaan atau ketelapan pajek yang dilaksanakan atau diterbitkan

t1dak sesum dengan tata cara yansg ditentukan; dan

el mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar

Wa]1b Pajak atau kondisi tertentu objek paj jak:

L3 Ketentuan_lebah Janjut mengenal tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif
" dan pénigurangan atau pembatalan ketetapan pml sebmalmana dimaksud pada ayat (2) diatur

dengan Peraturan Bupati, .

. ' .
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) : .’A.’t.aé'k‘glébil.ian pémba)
-: "‘kepada Bupatl

. Bupatl dajam jangka waktu paling lama 12 (d
.péng'embahan kelebihan pembayaran pajak

'membemkan keputusan.
Apabﬂa Jangka waktu sebagaimana dimaksud

" dikebulken dap
). Apabsla Wajlb Pajak
sebagalmam dimaksud pada ay*ﬂ (1) la

mempunyal wiang,

. ytang Pajak tersebut,

Pengembalian kel lebihan pembayarai !

Ji}:(a' pencembahan kelebihan pembayaran
, | ,zrief'r':ibemkanﬁmbalan punga sebesar 2
pcm‘ba'}.fa'ran‘ Pajak.
Tata cara pcn;,cmbalnn kelebihan

T diatur dengan Peraturan Bupati.

- Apabﬂa kelebihan pembayaran pajak diperhitu

'dlmaksud dalam Pasal
'_buktx pemmdﬁhbukuan juga

KE

- (hma} tahun terhitung sqak saat tent
' tindak pldana di bidang perpajakan dacrah.

K adaluwarsa penagihan pajak st

a. dnerbltkan Qurat Teguran dan/aau Surat

raran pajak, Wajib Péjék dapat e

. memberikan sugil keputusan, permohonan  penge

SKPDLB harus diterbitkan dal

nnsung .:hpM hitung

dalam janghka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak
Pajak dilakukan setelah lewat f

% {dv2 persen} sebulan atas keterlambatan kelebihan

pembayaran Paj

72 ayel (4) pembayarannya dilakui

berlaky sebagal bukt pembey

penagihan pajak menjadi
angnya pajak kecuali apabila Wajib Pajak melakukan

Lagaimana chmwhsvd pada ay at (1),

b, ada pengakuan vtang pajak dan We 211D P'ua}\ baik |

' “'.‘AB XI l_ - |
PENGEMB ALIAN KCLEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 22

ngajukan permohonan pengembalian

ua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan

scbzwaimana'dimaksud pada ayat (1), harus

pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak

naga
1ggap

embalian  pembayaran pajak  dian

am-waktu paling lama 1 (satu) bulan.
pajak lainnya, kelebiban pembayaran Pajak

nokan 1mtuL melunasi terlebib dahulu

Pajak sebagaimana dima Jesud pada ayat (1) dilakuiom

drerbitkannya SKPDLB.
2 {dua) bulay, Bupati

:ak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 23

nakan dengan utang pajak lainnys sebagaimana

phan dengan cara pemindahbuluan 020

ATAL

B&B R4
ALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 24

11 kedaluwarsa setelah melampaui wakte 3

tertangguh apabila

Paksa; aiau i

J}g:.unnF maupun tidak Jangsung.
|

een bt nEAN

e A S TS TR RS w"f""i -;w AT
AT R T
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&

sehagaimana ¢ chmaksud pada ayat 3

Surat Paksa tersebut.
Y huref b adalab

dan Surat Pal\sa
itang sejak t?nwa\ mnyampman
aksud pada ay'at A

-.Da lam hal ‘diterbitkan Surat Teguran
;- hrufa, kedalmarsa penagian i

Pengakuan utang P ajak seC21? langsung sebagalmana gim
| Wapb T’ajak dengan kesadarannya mcnyatakan masih mumpunym wtang Pajak dan belwun

Pemeril atah Dacy ah,
oy huruf D

melunasinya kepada
langsung sehagaimans dimaksud pada 2yat )

pengekuan utang Pay rak sesard tidals

dapat d1ke+qhm dari pen
bﬂratan oleh Wajib 1 sjak.

peajuan per mohonan angsurai ptau penundaan pemnbay avan dan

* permohonan ke

Pasal 25

"(1) Pmtang Pajak yang fdak mungkin ditagih lagi warena hak untuk melakukan penagihan
LAt
iy

- sudah ked'ﬂuwarsa dapat dibapus
Keputusal Penghapusad * sudah  kedaluwarse

Pajak  yang

U.q

{2) Bupah menetapkan
a dimaksud pada ayat (1.

piutang Pajak yang s dengan Peratuman

o * gebagaimans
(3} Tata Cara Penghapusan

dab kedaluwarsa diatur

Bupati.
BAB XL
?E?VIBUECU:%N DAN PRI IERIKSAS AM

Pasal 26

g " pelakukan vsaba dengen omzes pahing sedikit RD. 300.000.000,30 (tga

ncgarakan pembuluan atau
a tata cara pembuku

; (1) Wajlb Pagak yan
ratus juta, ruplah) pertahun wa) iib menyele pencatatan.
aruan besaran Omzet sert

| (2) Kntcna Wajzb Pajak dan pene
da ayat (1) diatur dengan Pcramran Bupati.

an atan pencatalal
sebagmmana ditnaksud pa

Pasal 27

cukan nemeriksaan unik mengyji kepambab pemenuhsn Lo iDan

(1) Bupail berwenans melal
gan prgpajakan

dajam Tangd e raturan peruﬂdang—undm

per pmakan daerahl melaksanaken P

~ daerah.
(2) - Wajib Pagak yang diperi
2. mcmperhhatkan dan/ata

dasarnya dan dokumcm lain yang
LCS"mp'l'fan unfuk memasy k1 tempat ¢

ilksa Wajib:
puku atau " oatatan, dokumen yang menjadi

it menmmmkwn
o berhubungan dsngan ob]w k Pajak y2ng $EIIANg;

b memberikan { atau: xn}anﬂan vyang dianggap perty dar

: memben'kan bantuan gund K€
ARG dmpaﬂnknm

Jancaran pmﬁnksaan; dan/atay
memberikan keterangal . ) '
nal 1212 eara pemeris

.
acuran Bupatl.

irsaan Pajak diamr dengan Pert
I

€) Ketem'uan lebih Janjul MENZEE:

e e T T=FT
T el




BAB XIV '
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 23

s . 4o .o I ' i
(1) Instans1 ‘yang mclaksanak'm pemungutan Pajak dapar diben insentif atas dasar pencapalan !
i)

!.

kmelja tertentu ‘
(2) Pembenan insentf sebagaimana dimaksud padq avar (1) ditetapkan melaiul  Angparan
i

Pendapdt‘m dan Pelanja Daerah I Kabupaten Neada.:

J(3) Tata cara pemberian dan pemanfaat ta msenﬂt sk,b'nwmam dimaksud pada avat (1) chatur

sesual ketemuan peraturan i Derundam - undangan.

BAB XV
KETENTUAN KHUSUS :

Pasal29
a sesuatu yang diketahui atau

arang memberitahukan kepada pihak lain segals

_(1) Setlap Pejﬂb’it dil
' am ranoka abatan atau pekerjagnnya untuk

dlbenmhu}.an kepadanya 0

L mcnjalankan.ketentuan peraturan perundang
vat (1) berlaku juge rerhadap tenaga 2hlt vang

pads aya

Jeh Wajib Pajak dal
— undangan perpajakan daerah.
(2) Larangen sebagaimana dimaksud

- ketentuan PerRiuFal peruncang -

- ditunjuk oleh Bupat untuk membantu dalam pelalisancan KC

undans_m petpcljakz\n daerah.

3) Dikécualikan dan ketentmn sebaga
aga ahil { yang pertindak sebagal saksi ata

imana dimaksud pada ayar (1} dan ayat (2 7} adalaly:

a pejabat dan ten u saksi abli dalam sidang i

_ pemzachlan
b ‘pejabat dan /atau tenagd ahli vang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keizrangan
‘kepada pejabat le mbaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakuka

pemerlksaan dalam bidang keuangan daerah.
pati herwenang mcmben
i sebagaimana dimaksud pada ayart (2},

(4) Untuk kepentmgan dacrah, Bu izin tertulis kepada pejabat

scbafralmam dimaksud pada ayat {1} dan tenaga ahls

ngan, mernperlihatkan bukti tertulis dari atau  tenang Wajib Pajak

agar memberlkan ketera

kcpada pxhak yang dltunjul

(5) Untuk kcpcntmgan pemeriksaan di pengadllan da am perkara pldana atau perdata, atas

perrmntaan  hakim sesum dengan Hukum Acara ‘Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati

is kepada pejabat sebagaunana dlmaksud pada ayat (1), dan teneg

a+l-

dapat memben izin tertul
‘f"n dan memperlihatian bukt

" ahli. sebaﬂalmana dimaksud pada avat (2), untuk me emberika

tertuhs cdan ketelancan Wajib Pajak vang ada padanya. |

. : “ﬁru——m—ﬂﬂjlﬁ-aﬁ e gv g.&)\.(:fl!{,ifh:?l_l’—n?qﬂ—.u e
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BAB XVI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 30 .

) .j'Peja:bat':Pegéwai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang

Ca

ya

khusus sébagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindsk pidana di bidang perpajakan
daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana,

) 'Peny1d1k sebagalmana dimaksud pada ayat (1) adalab pejabat pegawai negeri sipl tertentu G
'-hnokungan Pemermtah Daerah yang dlﬁﬂ“kat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan

__-ketentuan peramran perundang-undangan.
3} Wewenang Penyldlk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

menemma, mencari, mengumpm} an, dan mengiifi '} cterangan atau laporan berkenaan

.dengan tmqu pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut

men)adl lebih lengkap atau jelas;

menelm, mencarn, dan mengumpulkan kete""ma 1 mengenai orang pribadi atay Badan

tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehnbungam dengan tindak pidana perpajakan

daerah,
memi'nta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan

tmdak p:d'ma di bidang perpajakan daerah

: pc:rpaj akan daerah;
. melakukan penggclvdahan untuk mendﬂpatkau bahan bukti pembuktian, pencatatan, dan
' dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadao bahan bukti tersebut;
mcmmta bantuan tenaga ahii dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tmdak pidana di
' bldang perpajakan daerah; '
- men}fumh berhenti dan/atan mele{mng seseorang meninggalkan ruangan ataw tempat pach

- saal pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau

dokiumen yang dibaswa;

me'motret seseorang vang berkaiman dengan tindak pidana di bidang pcmaja can daerah;

: ',aa}\S},



fk.‘ melakukan tindakan lain yang periu untuk kelancaran penyidikan m*-d?} pidana ¢ bidang

fry H
i

i o X perpa}al-’an daerah sesuai dengdn ketentuan peraturan penundang-unda nmv

-Nega:a Repubhk Indonesza, sesunl ketenman yanﬂ distar dalam Undang—Undang Hukum

Ac&ra deana

BAB XVII
KETENTUAN PIDARA

Pasal 31

] ._:‘Wa_}lb Pa_)a yang karena kealpaanpyve tidak menyampatkan SPTPD atau mengisi dengan tidek
benar atau tidak lengkap atau melempitkan keterangan vang tidak benar sehingga merugikan
; _'keuaﬁgan Dagrah dapat dipidana dengan pidana kuroopan paling lama Ifsan u) whun awu
' 'pidana dendévpaling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak reriiang vang tidak amav Kurang dibavar
Waﬁb Pajak vang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atav mengisi dengan tidak
"'.benar atal ndak Iengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan
keuan:,an daerah dapat dipidana penjara paling lama 2 {dua) rahun atau pidana denda paling
. banyak 4 (empat) kali jumiah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

; ,deak pldana sebagaxmana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

"'dea}\ pxdana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sesuai dengan peraturan

perundang ~ undangan.

Pasal 32

Tindak pidana di b'idang perpajakan daerah ridak dituntut setelah melampaui jangka walcru 3 (lima)
_tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhamya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun
: ;.:Pa_;ak atau bem}dnrnya Tabun Pajak yang bﬂrsanﬂkutan.

Pasal 33

{1) Pejabat atau tenaga ahb yang ditunjuk oleh Bupati vasy karena kealpaannya tidak memenubi
kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayar (1) dan ayar (2)
dipidana dengan pidana kurungan paling lama I (sat) rahun dan pidana denda paling banyak

Rp 4.000.060,00 ( empat juta rupiah).
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'
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'Pejabat atau temga ahli yang ditunjuk oleh:Bupat vang dengan sengaja tidak memenuhi

‘ f"'kewglbannya atau seseorang  yang menvebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejubat
.“-'sebagaxmana dzmaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan avat (2) dipidana dengan pidana kurungan
"fpahng lama 2 (dua) tanm dan pidana denda palmU b;‘nya}\ Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta

- ruplah) :
“--q'_Penuntutan terhadap tindak pidana sabaoaimana dnna\sud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya

chlakukan atas pengaduan orang vang kerahamannya dilanggar.
' Tuntutan pmana sebagaunam dimaksud pada ayat (1) dan ayat (’7) sesuai dengan sifatnya

adalah menyangkut kepenmwan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak karena itu

: dljad}kjc}n tmﬁak pidana pengaduan.

Pasal 34

Dmda sebagalmana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 33 ayat (1) dan ayat

2) merupakan penenmaan negara.

2 ‘BXVITI
KETENTUAN T’ERATE

Pasal-33
vang masih terutang berdasarkan Peraturan

' Pada’ szat Peraturan Daerab ini mulai barlaku, pajak v
T‘Daérah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan

Pengolahan Bahan Galian Golongan C (L ¢mbaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada
Nomor 18 Tahun 1998 Seri A Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Ngada Nomor 14 Tahun 2001 teniang Perubaban Peraturan Daerah Kabupaten Daerzh

¢ Tingkat IT Ngada Nomor: 7 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian

;Gol.onga."l e (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2001 Nomor 14 Seri A Nomor 1),

sepanjang tidak diatur dafam Peraturan Decrah-ing masih dapat ditagih selama jangka wakto 3 (lima)

tahun terhitung sejak saat terutang,
AR :
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B4B XIX
KETENTUANPENUTUP
|

?asal 36 !

erah ini maka Pératuran Daerah Kabupaten Dacrah Tingkat I
(

an Pengolahan Baban Galian Golonga
un 1998 Seri A Nomor 7)
Tahun 2001

Pada saat Derl.lktmya Peraturan Da
hun 1998 tentang Pajak Pengambilan ¢

C.(Lembarm Daerah Kabupaten Daerah Tingkar 11 Ngada Nomor 18 Tah
i sebagaifnana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 14
n Daernh Tingkat 11 Ngada Nomor 7 Tahun 1993

1 £
A
Perubahan Peraturan Daerah Kabupate
alian Golongan C (Lembaran Daerah

an Pengolahan Bahan Galiz
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

dea Nomor 7 Ta

,“temanc
..:tentanc Pajak Pengambilan d

5. ‘.'Kabupaten Ngada thun 2001 Nomor 14 Seri A Nomor 1)

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada &1 1ggal diundangkan.

ncetahum)’q memerintahkan peuounciangan Peraturan Daerah ini dengan

Agar senap orang me
Kabupaten Ngada.

penempatannya dalam Lembdr'm Daerali

Diretapkan di Bajawa
pada 1888 ggal 6 Agustus 2010
oy
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PENJELASAN
ATAS !
PERATURAN DAERAR KABUPATEN NGADA
NOMOR 4 TAHUN 2010
" TENTANG
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

UMuUM

: Mendasan Undang-Undang Nomor 32.T ahun 2004 tentang Pemeriniahan Dacrah
sebagalmana telah diubah beberapa kali teraldur dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
_ 2()08;._tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
E Pemen’ma'han Daerah , deerah diberi kewenangan untuk mengatur dap mengurus sendir
urtisan peme-rintahannya dalam rangka meningkatkan . efisienst dan  efekiivitas
-'pcnyuienmaraan pemeriniahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, Untuk
menyﬁlunggamkan pemerintahan tersebut, * Dacrah berhak mengenakan pungutan kepada
. masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1943

yang menempqthms perpajakan sebagal S’iJJ saty perwujudan kenegarasn, ditegaskan

bahwa penempatan beban kepada mkyat sepert! pajak dan pungutan lain yang bersifat
memaksa diatur dengan Undmg-Undang- Selama ini pemungutan pajak daerah dan
retr;busx daerah diatur-dengan UndanmUndanfr Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
| dan Rembusx Daerah sebagaimana telah divbah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun
2000, dimana daerah diberi kewenangan- yang luas untuk memungut pajak daerah dan
| re’tn'bﬁsi daerah selain ditentukan dalam Undang-Undang tersebut dalam rangka
memnfrkatkan pendapatan daerah. Namun dengan kewenangan tersebut dalam kenyataannya
pelal\sanaan Undano-[]ndann dimaksud kurann mendukung terlaksananya otonomi daerah,
dan tidak. banyak harapan untuk dapat menutup kekurangan pengsluaran dalam rangks
penvelenggaraan otonomi defbrah,

Dengan beriakunya Undang=Undang Nomor 28 Tzhun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, daeral diben kewenangan di bidang pajak daerah vang lebsh besar
sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas pénvelengaaraan otonomi daermh, yaity dengan
mengatur secara terperined jenis pajak daerah vany dapar dipungui oleh daerah, dimana akan
memberi kepastian kepads masyarakat dan dunin usaha, Salah satu jenis pajak vang diapr
dalam Undang-Undang ini adalah Pajalr Mineral Bukan Logam den Bawan, yanp
sebelumnya adalah Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan €
' berdésarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat H Ngada Nomor 7 Tahun 1968
sebqgasmﬂm telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabufmten Ngada Nomor 14 Tahun |
7001 ;

|
|

i
i

S e DI m, i uwr:?-—rrnyr“-'sw,-ﬁ gt Lt

W Ty .& e :
FRR U ) 4 e R ’h.??-ih»i IR SR




salal saru jenis pajak daerah

!

‘Pajak Mineral Bukan Logam dan Batugn merupakan

yang dipunout oleh daerah sebagai sumber pendapatan dazrab yang cukup potznsial vang

- dapat memberi kontribusi yang signifikan dari sekioy pajal' Pajak ! fineral Bukan Logam

dan.Bat'uﬁn adalah pajak ams kegiatan pengambiian minaral bu}mn' pgam dan barban, baik

dari sumo..r dhm di dalam dap/atan permukaan i untuk dimanfastkan. Mineral Bukan
‘Lofzam d.m Bﬁhldﬂ adaiah mineral bukan logam dan batuan yaitu df bidang mineral dan
'bambnm. Untuk ity yany menjacs objek Pﬂjﬂk Mineral Bukan Logam dan Baruan adalah
'kéﬁiamn pcngamb‘ﬂan Mineral Bukan L0<mm dan Batuan. Dengan demikian maka

' pcngenaan pajak d}tu}ukﬂn kepada orang pnbam aizv badan vang mcnnambu mineral bukean

: , logam dap‘batuan.
- PAsAi;—DEm PASAL

| Pasal 1
. Cukup Jelas
Pdsal 2 :
s Avat(l)
‘ Cukup Jelas
Ayat (2)
. Cukup jelas
" Ayat (3)
 Hunfa
Cukup jejas
Huruf b
‘ Cukup jelas
Huufe 7 :
Cukizp jelas '
Pasal 3
 Ayat(l)
” Cukup Jelas
 Ayat (2)
Cukup jelas
Pas"xl 4
Ayat (1)
' Cu}\up Jelas
A\j*at (7) '
_ Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup 'jelaﬁ
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Ayat 4) )
‘1 cUkup jelas :;:ﬁ'-
‘Pasal 5
- Ayat (1) ,
| Cukup Jelas | ::‘i ._
Ayat (2)
Cukup jelas ' g
Ayst (3) B
" Cukup jelas
" Pasal 6 .1?}_
i Cukup Jelas %
Pasal? ;
. Cukup Jelas }”
Pasal . . o i!ﬂ
© Avat(l) |
- - Cukup Jelas ' : E
Ayat (2) i
Cukup jelas a
Pasal 9
Ayar{1)
Cukup jelas
Ayat(2) L i
‘ Cukup jelas '
Ayat (3) ;
- Cukupjelas
Ayat(4) :
Cukup jelas ;
. Pasal, 10 | :
| Ay'n (1)
~ Cukup Jelas
Ayat (2) i
| Cukup jelas :
K Pasal 11
Ayat (1)
Cukup Jelas .
Avat (2) |

i mengatur iat@ cara Uvnﬁunaan'pa_}'i' yaitu ditetapkan oleh

Mineral Bukan Logam

Ketentuan in
ati atau dibayer cendiri oleh Wajib Pﬁl?h

BUP‘ \
|
Batuan. I
¥
|
|
- "
. g e 1 e AT SR SIS




Cara pertama, pajak dibayar oleh Wajib Pajak sefelah terlebih dahulu
tetapkan oleh Bupan melalul SKPD amn« okum;}:n lain yang dipersamakan.

Cara kedua, pajak dibayar sendiri adalah pengen'a?'an pajak yang memberikan
kepercayaan - kepada Wajib Pajak unmk me;lghitung, embayar, dan
rneiaporkazl sendiri pajak yang terotang dengan menggunakan SPTPD.

-~ Ayat (3)

~ Cukup jelas

Ayt (4)

Cukup}el

Ayat (5)
Wajib Pajak yang memenuhi kewajibannya dengan cara membayar sendiri,

diwajibkan melaporkan pajak yang teruiang dengan menggunakan SPTPD.
Jika Wajib Pajak yang diberi kepercayaan menghitung, memperhitungkan,
membayar, dan melaporkan. séndiri pajak yang terutang tidak memenuli
keWajibqnnVa sebagaimana mestinya, dapat diterbitkan SKPDKB dan/atau
SKPDKBT yang menjadi sarana penags than

Pasal 17

Ayat OF
' Ketentuan ini memberi l\essfena.ngm. kepada Bupati untuk dapat menerbitkan

SKPDKB, SKPDKBT atau SKPDN hanya terhadap kasus-kasus tertentu,
dengan perkataan lain hanya temﬂdﬁo Wapb Pajak terientu yang nyata-nyam

atau berdasarkan hasil nemeni saan fidak memenuhi kewajiban formal

dan/atau kewajiban material,

Hurufa
Angka |
Cukup jelas
Angka 2
Cukup jelas
Angka 3
Yang dimaksud dengan “penetapan pajak secara jabatan”
adalah m:nempﬂn besarnya pajalk terutang yang dilakukan olel:
Bupay amai ry,ya vat yang ditunjuk berdasarkan data vang ada
afay Keierangan Lm vang dimilils oleh Bupat atau pejabst
yang ditunjuk. '
Huruf b |
Cukup jelas
Huruf ¢

Cukup jelas
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Ayat @) -

Ayat (3)

\
_ i
Ketentuay inl mengatur san}’sx te ﬂm ap Wajib Pajak: yang tidak memenuhi
kewajiban perpajakan yaitu menﬂesmmm sanksi adn_ﬁinisrmtif berupa bunga
sebesar 2% (&ua' persen) sebulan <ari’ pajak yang tidak atau rerfambat
dibayar untuk jangka waktu Spa]ing jama 24 (dua puluh empat) bulan atas
pajak yang tidak atau terlambat dibayar. Sanksi administratif berupa bunga
dihitung &ejak saat terutangnya pajak sampai .dengan diterbitkannya

SKPDKGB.

Dalam hal wajib pajak tdak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana
dimaksud pada ayat ( l) horuf b, vaite dengan ditemukannya daia baru
dan/atan data yang semula belum terungkap yang berasal dari hasi
pemenksaan schingga pajak,)aug ierutang bertambah, maka terhadap wajib
pajak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 100 % (seratus persen)
dari jumlah kekurangan pajak. Senksi admintstratif i tdak dikenakan

apabila wajib pajak melaporkan sebelun diadakan tindakan pemerniksaan.

Ayar (4)

Cukup jelas

Ayar (5)

Pasal 13 - |
Avat (1) ' '

Dalam hal wajib pajak tidak memenuin L.Pwajlb'm perpajakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, yaitu wajib pajak tidak r

SPTPD yang seharusnya dilakukannya, dikenakan sanksi administratif bempa
kenaikan pajak sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak vang
terutang,

Dalam kasus im: Bupati menetapkan pajak yang terutang secara jabaian
melahui penerbitan SKPDKB.

Selain sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima
persen) dari pokol: pajak vang terutang juga dikenakan sanksi administraif
berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebvlan dibitung dan pajak vany
kurang aiau terJambat dibayar wnruk jangka wakty paling lama 24 {dua puluh
empat) bulan. Sankst administratil berupa bunga dihitung sejak  saar

terutangnya pajak sampai dengan direrbitkannya SKPDEB,

Cukup Jelas

Ayat(2) o

Cukup jelas

'
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Hurufa

. Cukup Jelas
Hﬁr_u’fb ‘

| Cukup jelas

Huruf
 Cukup jelas

0]

. Cukup jelas
Ayai (3)

. Cukup jelas
Pf;sal 15

L Avat(D)

. Culup Jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Avat (4)

Cukup julas

Pasal 16
o ‘:Al}!ﬁ‘i (1 :
Cukupjelas
Ayat (2)
_ " Cukup jelas
?aéél 7
C ayat(l)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat(3)

Cukur jefas
Ayat (4)

Cukup jeias
Ayat (5)

Cukup jelas
© Ayt (6)
| Cukup jelas
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Pasal 18
LAy
T Cidkupjeles
A
O Cukup jelés
Ayat (3). -
: Cukup jelas
Pasal.19 '
Ayﬁt(l)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
: |  Cukup jeles
Pasal 20 _
Ayat (1)
oo Cxikup Jelas
| Ayat (2)
- . Cukup jelas
o ;';_._._LxAyat @)
.. ) .Cukup ] elas
{‘-.:..A'ya,t OF |
L7 Cukupjeles
L AYaL(S)
: Cukup jelas
Pasal 21
Ay ()
o 'Cﬁkup.ielas
Cam@
Y- Cakup jelas
- Avat (3)
, ~ Chkup jelas
" Pasal 22 '
Ayat (1)
Clkup Jelas

Ayat (2)
Cukup jeias
© Ayat(3) |
| Cukup jelas
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Ayat(4)
- Cukﬁp jelas

- Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
. Cukup jelas
 Avat(n)
Ll (';ukup jelas

Pasal 23
. "'g}_1:C$upJelaS
| .._‘_..'Pgsail' 24 |
L Ay ()
~ Cukup Jelas
- Ayat(2)
Cukup jelas
 Ayat(3)
g Cukupjelas.
.‘é‘yﬂt (4) ‘_ |
Cukup jelas
Ayat (5)
| Cukup jelas
Pasal 25
Ayt (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jeias
Pasal 26

Ayat (2)
© Cukup jelas
Pésal 27
Ayat (1)
Cukup Jelas

Avyat (2)
Cukup jelas
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‘ Ayat(3)

) Cukup jelas =. I

| Pasal 28 E

, A}'E\t (1 ) |
z\ilizm pemunanman © adaiah

Yang dimaksud dengan « instansi yang melaksana
e dinas yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemunguiat pajak.
L iAyat@

S Pemberian besarnya inse
b dacrah dené,an alat kelengkapan

ntif Efidilakukem melalui pembahasan yang dilaxukan

oleh pemerinta DPRD vang membidangt

masalah keuangan.
Ayat (3)
5 Cukup jelas
" Pasal 29
| B Ayat(l).f
‘ Ciikupjelas
Avat (2)
. Cukup jelas
Avat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
_ Cukup jelas
“Avyat (3)
Cukup jelas
- Ayat(6)
. L " Cukup jelas
L . Pasal 30~
Sy
Cukup Jelas
Ayat (2
. Cukup jelas
AVt (®)
“ Cukup jelas
Aﬁrat (4)
Cukup jelas

Pasal 31
Avat (1)
Cukup jelas

Ayat (2) .
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.Glikﬁp jelas -

y b

-

L Cu}_:upjelz\su
Cagat@)
© Cukup jelas

U am®

Pasal 32

Cukup Jelas
Pasal 33 |
Ayat (1) .
 Pengenaan pidana kurunéan dhn prcana denda kepada pejabat tenaga abls
min bahwa kerahasiaah

oksudkan unfuk menja

Rupati- dima
akan diberitahukan kepad

yang ditunjuk oleh
an daerah tidak
ngan kepada pejabat

a pihak lain, juga

merigenai perpajak
ajak dalam memberi

aerah tidak ragu-1ag.

ngar wéjib 2 an data dan ketera

mengenal perpajakan d
Ayt (2)
| Cukupjelas
Ayat (3)
1 Cukup jelas

o Ayat(®)

_ B 3 Cukup jelas . -'
‘Pasal 34 '
Cui:up Jelas l

Pasat 33
Culcup Jelas

o merbemme -

. Cukup Jelas
- Peasal 37 |
“Cukup Jelas




